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PENGANTAR JURNAL YURIDIS
REDAKSI “Vol. 1 No. 1, Juni 2014

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Segala puji bagi Dzat yang salalu memberikan segala bentuk ni’mat-

Nya, sehingga atas perkenan-Nya Jurnal Yuridis Fakultas Hukum Uni-
versitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dapat terbit.

JURNAL YURIDIS Vol. 1. No. 1 Edisi Juni 2014 ini merupakan
akumulasi tulisan yang berasal dari beberapa hasil penelitian dan karya
tulis untuk melanjutkan kegiatan publikasi ilmiah melalui jurnal yang
telah berjalan sebelumnya. Dalam penerbitan kali ini terdapat perubahan
dalam beberapa hal teknis. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk upaya
perbaikan Jurnal Yuridis yang terbit sebelumnya. Sebagai wujud komit-
men terhadap ilmu pengetahuan, Jurnal Yuridis mencoba memberikan
kontribusi ilmiah agar dapat menjadi inspirasi dan motivasi, serta mem-
buka wawasan dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu hukum.

Jurnal Yuridis edisi kali ini memuat 8 tulisan yang berupa penelitian dan
artikel konseptual. Secara garis besar, tema yang diangkat dalam terbi-
tan kali ini adalah “pertanggungjawaban dalam hukum”. Konsep per-
tanggungjawaban dikaitkan dengan beberapa kajian yang lebih spesifik
seperti, pertanggungjawaban dalam konteks hukum tata Negara dan
hukum administrasi negara, pertanggungjawaban dalam hukum pidana,
pertanggungjawaban Negara sebagai anggota masyarakat internasional
dan tanggungjawab Negara untuk memenuhi hak-hak personal warga
negaranya.

Tentu masih dapat dijumpai beberapa kekurangan dalam penyusunanya.
Oleh karenanya saran dan kritik akan bermanfaat bagi kami untuk per-
baikan dalam penerbitan di masa yang akan datang. Saran dan kritik
dapat disampaikan melalui email: jurnal.yuridis@gmail.com.

Demikianlah, semoga Jurnal Yuridis edisi ini dapat bermanfaat bagi
pembaca dan selamat membaca!

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Redaksi
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PUBLIK TERHADAP WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN

PUBLIK

Dian Kus Pratiwi
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UIT) Yogyakarta
E-mail: dian.pratiwi.sh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji pemerintahan daerah dan asas desentralisasi di
bidang pelayanan publik ditinjau dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik dan mengetahui mekanisme dan implikasinya. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan metode yuridis
normatif, yakni dengan cara meneliti data sekunder, mencakup bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Dianalisa dengan intepretasi terhadap mekanisme
dan implikasi desentralisasi pelayanan publik terhadap wewenang pemerintah
daerah ditinjau dari UU Pelayanan Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan desentralsasi pelayanan publik dilatarbelakangi oleh pelimpahan
kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengaturan mekanisme
desentralisasi pelayanan publik diatur menurut asas-asas maupun ketentuan yang
tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009. Dimana dalam pelaksanaannya
mempunyai beberapa implikasi positif maupun negatif.

Kata kunci : Desentralisasi, Pelayanan Publik.

Abstract

The legal purpose is to deepen knowledge of local governance and
decentralization principles in public service ministry in terms of UU No. 25
Tahun 2009 and find out the mechanisms and implications decentralization of the
local government. This research is a normative law prescriptive with normative
Jjuridical methods, by researching secondary data and then analyzed with the
interpretation of the mechanisms and implications public services to local
government authority in terms of the Public Service Act. Results showed that the
implementation of public service decentralization motivated by devolution of
power from central to local government. Arrangements for public services
through decentralized is according to the principles in UU No. 25 Tahun 2009.
Implementation shows that has some positive and negative implications.

Key words: decentralization, public service.

73



Mekanisme dan Implikasi .....c.cceceveeercevnecnnrrnessennens Dian Kus Pratiwi

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaiaan abadi dan keadilan sosial. Untuk
mewujudkan tujuan Negara tersebut maka salah satu cara yaitu dengan
melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut
di laksanakan oleh pemeintah pusat dan pemerintah daerah. Pembangunan oleh
pemerintah pusat berkaitan dengan sektor-sektor yang lebih global, sedangkan
pembangunan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Dengan lahirnya UU No. 32 tahun 2004 yang menggantikan UU
sebelumnya yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka,
mekanisme pembangunan daerah antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi
berbeda.

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
pola-pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralististik
menjadi kurang aktual, sehingga perlu pendekatan desentralistik. Peran
pemerintah lebih ditekanankan sebagai regulator dan fasilitator untuk
menciptakan iklim yang kondunsif. Birokrasi pemerintahan tidak lagi
menampilkan sosok sebagai penguasa, tetapi sebagai pelanyan masyarakat. Semua
bentuk kegiatan pemerintah dan pembangunan harus dikelola secara transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam rangka melaksanakan tujuan Negara khususnya untuk memajukan
kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional , negara berkewajiban salah
satunya yaitu melayani setiap warganegara dan penduduk untuk memenuhi hak
dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, dimana telah diamanat
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah
diatur dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009. Pelayanan publik yang di
berikan pemerintah pada rakyat tersebut tentu saja tidak dilaksanakan secara
langsung oleh pemerintah pusat kepada rakyat, akan tetapai melalui pemerintah
daerah sebagai kapanjangan tangan dari pemerintah pusat didaerah untuk
melaksanakan pembangunan tersebut sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004.

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi sesuai dengan UU No. 32
Tahun 34 tentang Pemerintahan Daerah, sejatinya pemerintah daerah memiliki
hak dan kewajiban yang luas untuk menciptakan pelayanan publik semakin baik.
Hal ini karena pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang semakin
efisien dan pemerintahan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat
(participatory democracy).
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Konsepsi otonomi daerah, harus dapat dijadikan momentum untuk
melakukan penguatan politik lokal yang berdampak kepada perbaikan pelayanan
pemerintah yang dilaksanakan oleh birokrasi kepada rakyat. Hal tersebut
dikarenakan salah satu dari tujuan otonomi daerah adalah memberikan pelayanan
yang maksimal terhadap publik.

Oleh karena itu, dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah
dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat
hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan daerah yang menjadi
kewenangannya. Dan salah satu kewenangannya adalah melayani setiap warga
negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam
kerangka pelayanan publik, dimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah diatur dengan Undang-
Undang No 25 tahun 2009. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang
mekanisme dan implikasi desentralisasi pelayanan publik terhadap wewenang
pemerintah daerah ditinjau dari undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik. Hal utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1)
bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan dalam desentralisasi pelayanan publik
dan 2) apa saja implikasi dari penyelenggaraan desentralisasi pelayanan publik
ditinjau dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara
seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya.! Adapun metode yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau
penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder.? Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum
normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian yang bersifat preskriptif
merupakan penelitian hukum dalam rangka mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum. Sedang terapan berarti penelitian dalam rangka menetapkan standar
prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan
hukum.? Pertama, bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
yang terdiri: UUD 1945 khususnya Pasal 18 tentang Pemerintahn Daerah;
Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Daerah, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 5 Tahun 1986

! Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1985, him. 6
2 Ibid., him. 15
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, him. 22

75



Mekanisme dan Implikasi . Dian Kus Pratiwi

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan Peraturan
Perundang-Undangan lainnya yang terkait. Kedua, bahan hukum sekunder
merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
seperti buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan
perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi
penjelasan akan permasalahan yang di teliti yaitu tentang mekanisme dan
implikasi desentralisasi pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Ketiga, bahan
hukum tersier dalam hal ini seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, dan
sebagainnya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang di teliti. Teknis
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data
dengan interpretasi atau penafsiran. Dimana peneliti tidak hanya menggunakan
satu interpretasi, beberapa interpretasi yang digunakan oleh peneliti yaitu
interpretasi gramatikal, yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui
makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan
kata atau bunyinya. Selanjutnya interpretasi autentik, yakni penjelasan yang
diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang. *Selain itu
peneliti juga menggunakan jenis interpretasi sistematis yang menurut P.W.C.
Akkerman adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan
dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.5

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kajian terhadap Latarbelakang Desentralisasi  Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah

Peran Pemerintah daerah dalam pelayanan publik secara eksplisit
mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lain (Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004). Dalam Pasal 14 ayat (1)
dikemukakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan kabupaten
dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan,
pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Terkait dengan pasal-pasal tersebut
kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan
bidang tertentu lainnya. Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan
desentralisasi merupakan penyerahan wewenang kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan RI, maka
penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna
peralihan wewenang secara delegasi disebut delegation of authority. Tatkala

4 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1993, him. 170
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, him. 122
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